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PERATURAN BUPATI KARIMUN
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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN
PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1.

KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022.

Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karimun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 36);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJl
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA
TUNJANGAN TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022.



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah lembaga pada
pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan
tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara
dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada
lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga
negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan
fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat
persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.



BAB I
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJlI KETIGA BELAS
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Tahun 2022 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud
penghargaan atas pengabdian kepada daerah dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk:
a. PNS yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya
dibayar oleh instansi dilingkungan Pemerintah Daerah;
Calon PNS;
PPPK;
Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instasi daerah yang
Menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
h. Pejabat Negara.
(2 Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufe adalah :
a. Warga Negara Indonesia;
b. Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; dan
c. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah
menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karimun
(4) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
Janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan
penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau
Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemberian
tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS;

Q@ = o 20



Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf a, hurufb, hurufc dan hurufd, dalam hal:

a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain;
atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik didalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas :
a. Gaji Pokok;

b. Tunjangan Keluarga;

c. Tunjangan Pangan;

d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan umum; dan

e. 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan

sesuaijabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannya.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarga;

c. Tunjangan Pangan;

d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. 50% (lima puluh persen )tambahan penghasilan

S

esuaijabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah sesuai
dengan nilai anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing OPD.



Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUD dan Pegawai
non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola
pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf fdan huruf
g,paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang
diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan , pangkat, peringkat
jabatan, atau Kkelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri
atas:

a. Gaji pokok;

b. Tunjangan keluarga; dan

c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan
anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi,
tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak
keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Tunjangan sebesar
tunjangan yang diterima oleh Penerima sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji
terusan.

Pasal 12

(1) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum
dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

(2 Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan
iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.



BAB llI
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 13

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari Kkerja
sebelum tanggal Hari Raya.

(2 Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10
dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April
Tahun 2022.

Pasal 14

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling
cepat pada bulan Juli.

(@ Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10
dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni
Tahun 2022.

Pasal 15

(1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dam gaji
Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(2 SP2D diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
yang diajukan.

Pasal 16

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan
pada APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun,

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 pr 1April 2022
"feuPATI KARIMUN £

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 April 2022
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 37



